BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No. 1014, 2016 KEMEN-ESDM. PNS Tugas Belajar. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 20 TAHUN 2016
TENTANG
TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber
daya manusia dan pengembangan karir Pegawai Negeri
Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
perlu melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai
melalui tugas belajar;

b. bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 020 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Belajar Pendidikan Pascasarjana
Program Magister/Master (S-2) dan Doktor (S-3) Dalam
dan Luar Negeri di Lingkungan Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral sudah tidak sesuai dengan
tuntutan dan perkembangan pemberian tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5470);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi
Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
224);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur
Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui
Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 992);
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9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1
Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);

10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekolah Tinggi Energi dan Mineral (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1582);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian
Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 119);

12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan untuk
menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan
keahlian baik di dalam maupun di luar negeri.

2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral, yang selanjutnya disebut PNS KESDM,
adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
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untuk menduduki jabatan pemerintahan, yang bekerja di
lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral, Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan
Gas Bumi Melalui Pipa, dan Sekretariat Jenderal Dewan
Energi Nasional.

3. Pegawai Tugas Belajar adalah PNS KESDM yang diberi
Tugas Belajar.

4. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan
vokasi.

6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma,
program sarjana, program magister, program doktor, dan
program  profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan
kebudayaan bangsa indonesia.

7. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN,
adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau
diselenggarakan oleh Pemerintah.

8. Sponsor Tugas Belajar adalah pihak yang membiayai
pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.

9. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yang
selanjutnya disebut KESDM, adalah kementerian yang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang
energi dan sumber daya mineral.

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

11. Pimpinan tinggi madya adalah Sekretaris Jenderal,
Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala
Badan.

12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal KESDM.
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13. Pimpinan Tinggi Pratama adalah Kepala Biro, Direktur,
Asisten Deputi, Inspektur, Kepala Pusat, Sekretaris
Direktorat Jenderal, Sekretaris Deputi, Sekretaris

Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan.

BAB II
PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Rencana Kebutuhan Tugas Belajar

Pasal 2

(1) Menteri menetapkan kebijakan mengenai Tugas Belajar
bagi PNS di lingkungan KESDM.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, mekanisme seleksi Pegawai Tugas Belajar,
pembiayaan Tugas Belajar, penetapan status Pegawai
Tugas Belajar, dan penempatan kembali Pegawai Tugas

Belajar.

Pasal 3

(1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan rencana
kebutuhan Tugas Belajar KESDM.

(2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan
kebutuhan akan  pengetahuan, keahlian, serta
profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsi
KESDM.

(3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan Rencana

Strategis KESDM.

Pasal 4
(1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 secara garis besar memuat:
a. Pendidikan Tinggi yang dibutuhkan;
b. Program Studi yang dibutuhkan;
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